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ABSTRAK

ANNISA ISLAMIYAH NUR, stambuk105730435113,
PengaruhPengawasanKeuangan Daerah Dan
PemanfaatanTeknologiInformasiTerhadapNilaiInformasiPelaporanKeuanga
n, dibimbingolehMoh. ArisPasigaidanMuh.NurRasyid.

PenelitianinibertujuanuntukmengetahuiapakahadaPengaruhPengawasanK
euangan Daerah Dan
PemanfaatanTeknologiInformasiTerhadapNilaiInformasiPelaporanKeuanganMeto
deteknikpengambilansampel yang digunakanadalah purposive sampling
yaituteknikpengambilsampelsecarasengaja.
PenelitianinimenggunkanmetodeAnalisisRegresi linear bergandadanpengelola
data primer menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service
Solutions)

Pengaruh variable daripengawasankeuangandaerah (X1),
danpemanfaatanteknologiinformasi
(X2)berpengaruhsignifikanterhadapnilaiinformasipelaporankeuangan. Hal inidapat
di buktikandarihasilanalisisuji F bahwa F hitung>Ftabel (698,863>3,35)
besarnyapengaruhdapatdilihatdari R square yaitu98,1% yang
menunjukkanbahwapengaruh variable bebastersebutterhadap variable
terikatsehingga1,9% di pengaruhioleh variable lain
selainpenelitianini.Hasilmenggunakanuji t menunjukkanbahwa variable
pengawasankeuangandaerah (X1), danpemanfaatanteknologiinformasi
(X2)berpengaruhnyataterhadapNilaiInformasiPelaporanKeuangan, variable yang
mempunyaipengaruh paling
dominanterhadapNilaiInformasiPelaporanKeuanganadalah variable
PemanfaatanTeknologiInformasi(X2) karenamempunyaikoefisientertinggi: 5,379

Kata kunci :PengawasanKeuangan Daerah,
PemanfaatanTeknologiInformasidanNilaiInformasiPelaporan
Keuangan,.





MOTTO 

 

Sesuatu akan menjadi kebanggan jika sesuatu itu dikerjakan  

dan bukan hanya dipikirkan……. 

Sebuah cita – cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan 

Bekerja untuk mencapainya…… 

 

 

“Jadikanlah Sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah  

beserta orang – orang yang sabar” 

(Q.S AL – BAQARAH : 153) 

 

 

 

Kupersembahkan karya ini untuk Ayahanda Gazali Abd Rachman, SH dan Ibunda 
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (Good Governance Goverment), telah mendorong

pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas

publik.Akuntansi dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media

pertangggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam undang – undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas daerah adalah dengan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.Adapun komponen laporan

keuangan yang disampaikan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca,

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam

proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang

relevan, handal dan dapat dipercaya. Pemerintah daerah berkewajibauntuk
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mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan

informasi keuangan daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan

teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka

dapat membuka peluang berbagai pihak untuk mengakses dan mendayagunakan

informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.Kewajiban pemanfaatan

teknologi informasi oleh pemerintahan dan pemerintah daerah diatur dalam

peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan

daerah.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang

ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan

transaksi dan penyajian laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data

dalam jumlah yang besar, kemampuan multiprocessing, namun

pengimplementasian teknologi informasi tidaklah  murah. Terlebih jika teknologi

yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka

implementasi teknologi menjadi sia – sia dan semakin mahal. Kendala penerapan

teknologi informasi komunikasi antara lain berkaitan dengan perangkat keras dan

perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya

manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi

factor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum

optimal.Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini juga memiliki

pengaruh terhadap informasi laporan keuangan.
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Pada tingkat pemerintah daerah reformasi pengelolaan keuangan ini

terus berlanjut dengan ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang sistem informasi keuangan daerah, yang mengharuskan penyajian

anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah dihasilkan oleh

sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Berlanjut lagi dengan

ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor 58 tahun Tahun 2005 tentang

pengelolaan keuangan daerah, dan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006

tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang didalamnya

juga termasuk untuk pemerintahan daerah (Hafis,2013).

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam

peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan

daerah, asas umum tersebut sesuai dengan isi pasal 4 dari peraturan pemerintah

(Abdul Hafis, 2013), yaitu:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang –

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab,

dengan memperhatikan asas keadilan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang

terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan

dengan peraturan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan

digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan
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keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan

pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para

pemakai.

Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang

ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan

sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang

berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka

penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah tersebut dalam rangka APBD yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat

daerah kabupaten Gowa dinas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada

para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media

tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuaskial,

2007). Pengawasan pengelolaan keuangan daerah menurut keputusan presiden

nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah

daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan

yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan

rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang akan

menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.
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Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan

pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengembalian keputusan (Suwarjono,

2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat

mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh

karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan

dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan

pengambilan keputusan.Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan

keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif

yang disyaratkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran – ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat

memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kulitatif laporan keuangan pemerintah

yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka

konseptual akuntansi pemerintah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010

antara lain:

a. Relevan

b. Andal

c. Dapat dipercaya

d. Dapat dipahami
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Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang

telah disusun sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mendapatkan

pengawasan keuangan daerah yang baik sehingga menghasilkan nilai informasi

laporan keuangan yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan

hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD),

Kabupaten Gowa dinilai mampu menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas dalam laporan keuangannya.BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan

memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Gowa dari tahun anggaran 2011 – 2015.Pemberian opini

tersebut tidak lepas dari pengaruh pengawasan keuangan daerah serta

pemanfaatan teknologi informasi yang baik sehingga berpengaruh terhadap nilai

informasi yang diharapkan. (Rakyatku News, 11 Februari 2017)

Menurut informasi yang didapatkan dari BPK RI Perwakilan Sulawesi

Selatan laporan keuangan daerah Kabupaten Gowa sudah lima tahun

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualia (WTP).

Prestasi yang dicapai pemerintah Kabupaten Gowa tidak lepas dari

pengawasan yang baik dan pemanfaatan teknologi sehingga pemerintah mampu

memberikan informasi laporan keuangan yang wajar sebagai hasil pengelolaan

keuangan yang lebih baik.

Selain dari prestasi yang telah dicapai pemerintah Kabupaten Gowa

masih terdapat beberapa masalah yang ditemukan dalam proses pemeriksaan yang

dilakukan oleh BPK. Masalah yang pertama adalah pengamanan dan pemanfaatan
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asset tetap pada Pemkab Gowa belum memadai, masalah yang kedua adalah

penatausahaan keuangan pada bendahara pengeluaran tidak tertib dan

menimbulkan ketekoran hingga Rp. 1,9 miliar an masalah yang terakhir adalah

penyelesaian utang pemkab kepada BPD sulselbar yang berlarut – larut dari tahun

2006, pembelian tiket perjalanan dinas yang belum sesuai ketentuan, dan

pengadaan barang dan jasa di dinas pemuda dan olahraga yang belum sesuai

dengan ketentuan. (Antara News.com, 11 Februari 2017).

Berdasarkan fenomena – fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa

laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah masih belum memenuhi

karakteristik laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif,

diantanranya keandalan. Peneliti tertarik untuk meneliti hal apa saja yang dapat

mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan daerah.

Hal yang mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan

keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah.Untuk

menyajikan laporan keuangan yang andal kepada para pemakai agar sesuai

dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang

relevan yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Pengawasan

terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lin untuk mendapatkan

keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan

laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan

untuk mewujudkan integritas kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
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daerah, maka pembinaan aparat pengawas intern harus dilakukan secara terus –

menerus.

Penelitian sebelumnya tentang pemanfaatan teknologi informasi yang

pernah dilakukan.Penelitian Andriani (2010) menyatakan bahwa pemanfaatn

teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan

pemerintah daerah.Sedangkan Zetra (2009) meneliti tentang kesiapan sarana dan

prasarana pendukung seperti komputer baik hardware maupun software, bagi

aparatur daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang.Banyak SKPD yang

hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan.Padahal untuk

menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD

memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan.Hal tersebut mungkin

memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. (portalgaruda.org,

11 Februari 2017)

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian replikasi dari Armando (2013) dengan judul

pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan

daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah .Namun terdapat

perbedaan antara variabel independennya dan objek penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka peneliti akan

melakukan penelitian dengan judul :
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”Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Gowa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai

informasi laporan keuangan

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap

nilai informasi laporan keuangan

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai

Informasi Laporan Keuangan

2. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai

Informasi Laporan Keuangan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan sumbangan data

empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada dinas pengelolaan
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keuangan daerah dalam bidang pengawasan keuangan daerah dan

pemanfaatan teknologi informasi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan memberikan

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika

lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi masyarakat agar dapat memberikan partisipasi, control serta

kontribusi dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi

pertanggungjawaban keuangan daerah.

b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pentingnya pengawasan

keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai

informasi laporan  keuangan yang dihasilkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengawasan

Menurut Urwick, Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah

dikeluarkan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah memerlukan pengawasan

baik secara langsung maupun secara tidak langsung.Pengawasan dilakukan untuk

menghindari perilaku pejabat yang mengelola keuangan dari ketidakjujuran,

penyelewengan, kebocoran anggaran, dan korupsi.

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 79 tahun

2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terhadap

urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern

Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewajibannya dan ayat (2) menyebutkan

bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawas Lembaga Pemerintah

Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Menurut Sule dan Saefullah (2005:317), mendefinisikan bahwa

pengawasan sebagai proses meneteapkan ukuran kinerja dan pengambilan

11
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tindakan yang dapa mendukung pencatatan hasil yang diharapkan sesuai dengan

kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan

oleh pihak luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD).Penguatan fungsi

pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan

penyeimbang (balance of power) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat

secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial

kemasyarakatan didaerah (social control). Untuk memperkuat fungsi pengawasan,

DPRD bias membentuk badan ombudsman yang berfungsi sebagai pengawas

independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik. (mardiasmo,

otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah,2002,2004)

Menurut Iman dan Siswandi (2009:195), mengemukakan bahwa

pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan

organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara – cara membuat

kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan

antara perencanaan dan pengawasan.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan

kinerja yang telah ditetapkan tersebut.



13

B. Tujuan pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya

tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada

dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu.Oleh karena itu pengawasan mutlak

diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Menurut Siswandi (2009: 83 – 84) mengatakan bahwa tujuan

pengawasan adalah:

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan

hukum yang berlaku

2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi

3. Pencapaian tujuan dana sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi

4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada didalam

organisasi

5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja

aktual dengan dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang

kemudian mencari yang tepat

C. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan

dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah

(APBD). Peraturan pemerintah republik Indonesia (PP.RI) nomor 58 tahun 2005

tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak kewajiban
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daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5

bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan

perundang – undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan sehingga

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan

keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Menurut Halim (2007:23) keuangan daerah dapat diartikan sebagai

semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu,

baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah

sepanjang belum memiliki atau dikuasai Negara atau lebih tinggi serta pihak –

pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan, yaitu:

1. Semua hak yaitu hak untuk memungut sumber – sumber penerimaan daerah

seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain –

lain, dan atau hak untuk menerima sumber – sumber penerimaan lain seperti

dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sesuai dengan peraturan yang

ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah

2. Semua kewajiban yaitu kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk

membayarkan tagihan – tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan

fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan
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ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah. Keuangan

daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah.Jadi, manajemen

keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber – sumber

daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang

dikehendaki daerah tersebut.Alat untuk melaksanakan keuangan daerah

disebut dengan tata usaha daerah.

Menurut Mamesah (2007:27), tata usaha keuangan daerah dibagi

menjadi dua golongan yaitu, tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Tata

usaha umum menyangkut kegiatan surat – menyurat, mengagenda,

mengekspedisi, menyimpan surat – surat penting atau mengarsipkan, dan

kegiatan dokumentasi lainnya. Di lain pihak, tata usaha keuangan pada intinya

adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara

sistemastis dibidang keuangan berdasarkan prinsip, standarisasi, dan prosedur

tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual dibidang keuangan.
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D. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang

ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan

efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang – undangan (peraturan

menteri dalam negeri nomor 51 tahun 2010). Pengawasan pada dasarnya

diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan

atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan

terhadap anggaran keuangan daerah atau (APBD). Menurut undang – undang

nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 42 menjelaskan bahwa

DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan perda dan peraturan perundang – undangan lainnya, peraturan kepala

daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program

pembangunan daerah dan kerjasama internasional didaerah. Berdasarkan dari

undang – undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan

daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap

pelaksanaan APBD.

Pengertian APBD dalam konteks UU keuangan pasal 1 ayat 8 adalah

suatu rencana keuangan tahunan anggaran daerah yang disetujui oleh DPRD.

Pengawasan dilakukan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan

APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.
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Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang

telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan

menurut keputusan presiden nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan

penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 16 menyebutkan bahwa pengawsaan

keuangan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang – undangan.

Sebagai tolok ukur pengawasan keuangan daerah yang diatur dalam

keputusan presiden nomor 74 tahun 2001 antara lain:

1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Yaitu proses pengawasan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah

daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana perundang – undangan agar

terhindar dari praktek KKN.

2. Evaluasi kegiatan

Yaitu proses evaluasi kegiatan yang dilakukan secara bertahap dengan cara

membandingkan antara kondisi sekarang dan kenyataan yang ada.

3. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti

Yaitu proses kegiatan pengawasan pencatatan keuangan yang dilakukan setiap

adanya transaksi dan bukti yang kuat sehingga terhindar dari kesalahan dalam

pencatatan.
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4. Pencatatan transaksi tepat waktu

Yaitu proses kegiatan transaksi yang dilakukan tepat waktu terhadap

penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan daerah dan diklasifikasikan

dengan benar.

5. Dokumentasi bukti

Bukti yang telah digunakan dalam setiap pencatatan transaksi disimpan atau

didokumentasikan dengan baik dan benar.

6. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas

Yaitu adanya sistem dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan yang sesuai

dengan bidang dan kewenangannya.

7. Laporan keuangan SKPD sesuai dengan SAP

Laporan keuangan SKPD disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan

sesuai SAP serta disusun tepat waktu.

Peraturan presiden nomor 192 tahun 2014 tentang badan pengawasan

keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan BPKP

merupakan aparat pengawasan intern pemerintah, dan juga dalam pasal 2

menjelaskan BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan

dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Selanjutnya dalam pasal 3 menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 BPKP menyelenggarakan fungsinya.

Dilingkungan BPKP dibentuk inspektorat sebagai unsur pengawas.

Inspektorat sebagaimana dimaksudkan pasal 30 ayat (1) adalah unsur pengawas
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intern BPKP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPKP,

dan secara administrasi dikoordinasikan oleh sekretaris utama dan inspektorat

dipimpin oleh inspektur. Inspektorat juga dalam pasal 31 mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2007 tentang

pedoman teknis organisasi dan tata kerja inspektorat provinsi dan kabupaten/kota

menjelaskan dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) menyebutkan inspektorat provinsi

adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada gubernur dan inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawas

fungsioanal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota,

selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan inspektorat

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur dan secara teknis

administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah provinsi dan inspektorat

kabupaten/kota. Setelah menjelaskan tentang ketentuan umum dan kedudukan

inspektorat provinsi dan kabupaten/kota selanjutnya pasal 3 ayat (1) dan (2)

mengatakan bahwa inspektorat provinsi mempunyai tugas melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah provinsi,

pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota

dan pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah kabupaten/kota. Selanjutnya

dalam ayat (2) mengatakan bahwa inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah
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kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa

dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

Indikator variabel pengawasan keuangan daerah diambbil dari peneliti

Arfianti (2011) yang terdiri dari:

a. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

b. Evaluasi kegiatan

c. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti

d. Pencatatan transaksi tepat waktu

e. Dokumentasi bukti

f. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas

g. Laporan SKPD sesuai standar akuntansi pemerintahan

E. Pemanfaatan teknologi

Menurut Wilkinson et al (2003) teknologi informasi meliputi computer

(mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan

(internet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan

teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya:

1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja

secara elektronik dan

2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat

diakses secara mudah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Celviana dan

Rahmawati, 2010)
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Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 tentang sistem informasi

keuangan daerah (SIKD) menyebutkan dalam pasal 9 ayat (2) pemerintah

menyelenggarakan SIKD dengan tujuan menyajikan informasi keuangan daerah

secara nasional dan diselenggarakan oleh menteri keuangan. Dan dalam pasal 10

ayat (2) salah satu fungsi penyelenggaraan SIKD untuk mengkoordinasikan

jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SIKD didaerah diatur dalam pasal 11 bahwa

pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD didaerahnya masing – masing, dan

tujuan penyelenggaraan SIKD didaerah untuk menyajikan informasi keuangan

daerah secara terbuka kepada masyarakat.Pasal 13 menyebutkan penyajian

informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah dan paling

sedikit memuat informasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1).

Indikator variabel pemanfaatan teknologi informasi diambil dari

peneliti yang dilakukan oleh Ariesta (2013) yang terdiri dari:

a. Tersedianya computer dalam jumlah yang cukup

b. Terpasangnya jaringan internet sebagai penghubung antar unit kerja dalan

pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan

c. Proses akuntansi secara komputerisasi

d. Software sesuai dengan peraturan perundang – undangan

e. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi

f. Pemeliharaan peralatan

g. Perbaikan peralatan yang rusak/using
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F. Nilai Informasi

Suwardjono (2005) mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat

bagi para yang memakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus

mempunyai nilai. Informasi dikatakan mempunyai nilai (kebermanfaatan

keputusan) apabila informasi tersebut:

1. Menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya dimasa

lalu, sekarang atau masa akan datang.

2. Menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya

harapan dalam kondisi ketidakpastian.

3. Mengubah keputusan atau perilaku para pemakai

G. Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan

keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang

berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya dengan laporan keuangan entitas lain.

Peraturan menteri keuangan nomor 171 tahun 2007 tentang sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan pemerintah pusat menjelaskan dalam bagian pertama yaitu

pedoman pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah pusat yang bertujuan untuk

memberikan petunjuk umum dalam menyelenggarakan akuntansi bendahara

Negara dan akuntansi dan mempunyai ruang lingkup sampai ke unit akuntansi

pada pemerintah daerah. Didalam bagian kedua menjelaskan bagaimana sistem
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akuntansi bendahara umum Negara yang terbagi atas dua subsistem yaitu sistem

akuntansi bendahara umum Negara. Dan bagian yang ketiga dan keempat

menjelaskan tentang sistem akuntansi keuangan dan sistem informasi manajemen

dan akuntansi barang milik Negara dan bagian yang kelima dalam PMK nomor

171 tahun 2007 adalah bentuk dan format laporan keuangan yang dimana itu

terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan

yang berisikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran bahwa semua transaksi

keuangan baik belanja maupun pendapatan yang mempengaruhi realisasi

anggaran dan neraca sudah dibukukan sesuai dengan standar akuntansi

pemerintah.

H. Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan

sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship), laporan keuangan

yang telah ditetapkan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna

laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber

daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain

2. Akuntanbilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and

retrospectivereporting), laporan keuangan digunakan sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk

memonitori kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk

mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah
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ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis

jika ada

3. Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization), laporan

keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan

aktivitas dimasa yang akan datang, laporan keuangan berfungsi untuk

memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana

4. Kelangsungan organisasi atau unit kerja dapat menruskan menyediakan

barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang

5. Hubungan masyarakat (public relation), laporan keuangan berfungsi untuk

memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan

atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengarhi, karyawan,

dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan

publik dan pihak – pihak lain yang berkepentingan

6. Sumberr fakta dan gambaran (source of facts and figures), laporan keuangan

bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok

kepentingan yang inigin mengetahui secara terlebih dalam.

I. Nilai Informasi Laporan Keuangan

Menurut peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 tentang sistem

informasi keuangan daerah pasal 1 ayat (16) mengatakan bahwa informasi

keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah

yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan

daerah. Selanjutnya dalam pasal 2 mengatakan daerah menyampaika informasi
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yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah dan pasal 3

mengatakan informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi

prinsip – prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah

dalam pasal 4 sebagaimana mencakup:

1. APBD, dan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota

2. Neraca daerah

3. Laporan arus kas

4. Catatan atas laporan keuangan daerah

5. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantu

6. Laporan keuangan perusahaan daerah

7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal daerah

Penyampaian informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud

dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya. Batas

waktu penyampaian informasi keuangan daerah paling lambat tanggal 31 januari

tahun anggaran yang bersangkutan untuk APBD setiap tahun anggaran apabila

ada perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya

perubahan APBD tahun berjalan.

Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai

nilai apabila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya.

Kebermanfaatan ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan

secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan
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pemakai terhadap informasi. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan

pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam

rangka konseptual akuntansi pemerintah (peraturan pemerintah nomor 71 tahun

2010) antara lain:

1. Relevan

Yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan

pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau

masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi

dimasa lalu.

2. Andal

Yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,

serta dapat diverfikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna.
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J. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Arfianti (2011) menemukan bahwa laporan keuangan

yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi criteria nilai

informasi yang disyaratkan, diantaranya keandalan dan

ketepatwaktuan.Mengingat keandalan dan ketepatwaktuan merupakan unsur

penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan

keputusan.Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau

hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata

kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan

dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi

keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan

pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Pengawsan keuangan daerah

pemerintah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) yang meneliti

pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir, menyimpulkan bahwa

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh

pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi. Sedangkan

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh

kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tuaskial (2007) menyimpulkan secara parsial pengawasan eksternal

serta pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh
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terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah.Kinerja unit satuan kerja

pemerintah daerah.Namun secara simultan pemgawasan internal dan eksternal,

dan pemahaman mengenai sistem akuntansi, serta pengelolaan keuangan

berpengaruh relatif rendah terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah.

Penelitan yang dilakukan Windyaningrum (2010), menemukan bukti

empiris bahwa pada Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN, pemanfaatan

teknologi informasi dalam pengolahan data memiliki keunggulan dari sisi

kecepatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu.

Penelitian Indiasari (2008) tentang pengaruh kapasitas SDM,

pemanfaatan TI dan SPI terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah

daerah.Pemanfaatan TI dan SPI berpengaruh signifikan positif terhadap nilai

informasi pelaporan keuangan pemda, sedangkan kapasitas SDM tidak memiliki

pengaruh.Alat analisis adalah analisis faktor.

Penelitian Harifan (2009) tentang pengaruh kapasitas sumber daya

manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi

terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD kota

Padang. Kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan pengendalian intern akuntansi

berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan

Pemda. Alat analisis yaitu regresi berganda.

Penelitian Fikri (2011) tentang pengaruh sistem informasi keuangan

daerah dan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

daerah pada instansi pemerintah kota Padang. SIKD dan pengawasan keuangan
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daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.Dan,

pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas

laporan keuangan Pemda melalui SIKD.Alat analisis yaitu analisis jalur.

Penelitian Amrullah (2011) tentang pengaruh personal background,

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan proses pelaksanaan audit

internal terhadap peran auditor inspektorat dan proses pelaksanaan audit internal

terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah baik

secara simultan maupun parsial. Hasil penelitian mennjukkan secara simultan,

personal background, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah, dan

pengetahuan tentang proses pelaksanaan audit internal berpengaruh terhadap

perana auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, dan secara

persial, personal background tidak berpengaruh terhadap peran auditor inspektorat

dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian Muh.Taufiq Effendi (2010), tentang pengaruh kompetensi,

independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam

pengawasan keuangan daerah pada pemerintah kota Gorontalo. Dari penelitian

tersebut diketahui pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi aparat

inspektorat kota Gorontalo terhadap kualitas audit.

Penelitian Ahmad (2011), tentang pengaruh kompetensi dan

independensi pemeriksa terhadap kualitas pemeriksaan dalam pengawasan

keuangan daerah pada inspektorat kabupaten pasaman. Hasil dari penelitian dapat

diambil kesimpulan bahwa kompetensi dan independensi secara simultan



30

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat

tinspektorat kabupaten pasaman.

K. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan

mengungkapkan keterkaitan antara varibel yang akan diteliti dimana yang menjadi

variabel independen yakni pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan

teknologi informasi dan yang menjadi variabel dependen yakni nilai informasi

laporan keuangan

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

Pemerintah Daerah Kabupaten
Gowa

Nilai informasi laporan
keuangan Y

Pengaruh pengawasan
keuangan daerah X1

Pemanfaatan teknologi
informasi X2
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L. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat diduga bahwa:

H1: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Nilai

Informasi Laporan Keuangan.

H2: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Nilai

Informasi Laporan Keuangan.



2

32

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Gowa, dimana pada Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa menjadi objek penelitian. Penelitian

ini diperkirakan dalam jangka waktu 2 bulan, dari bulan maret sampai april 2017.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperoleh pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (Library Research) yaitu pengumpulan data teoritis dengan

cara menelaah berbagai buku literature dan bahan pustaka lainnya yang

berkaitan dengan masalah yang di bahas.

2. Penelitian lapang (Field Research) yaitu pengumpulan data lapang dengan

cara sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek

penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan.

b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat

pernyataan-pernyataan yang diajukan penulis kepada pihak-pihak yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.



33

C. Jenis dan Sumber Data

Metode pengumpulan data ini merupakan langka awal dari

proses analisis pada penelitian, dalam metode pengumpulan data sehubungan

dengan penulisan ini, maka penulis menggunakan jenis data yaitu:

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis data

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:14), penelitian kuantitatif adalah

jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa

informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk

angka.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber

data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara

langsung dari sumber ahli.Data primer secara khusus diperoleh dari

responden yang menjawab pertanyaan penelitian.
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D. Populasi dan Sampel

1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah pejabat dan staff sub bagian

keuangan / akuntansi badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten

Gowa.

2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang dari badan

pengelolaan keuangan daerah kabupaten Gowa karena pegawai bagian

keuangan/akuntansi bertanggungjawab dalam pembuatan laporan

keuangan karena setiap bagian tersebut merupakan elemen penting dalam

menghasilkan laporan keuangan pemerintah dan terlibat langsung dan

sangat memahami kegiatan akuntansi.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Pengawasan Keuangan Daerah (X1),proses kegiatan yang ditujukan untuk

menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efesien

sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan

keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran

keuangan daerah atau APBD sehingga nantinya akan menghasilkan

laporan keuangan yang berkualitas.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), merupakan penggunaan secara

optimal teknologi informasi dari komputer (mainframe, mini, micro),

perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet),

electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan

teknologi.
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3. Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y), merupakan laporan keuangan

yang memiliki informasi yang bermanfaat bagi pemakai untuk

pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatka,

kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan

tersebut dapat dibandingkan dengan periode – periode sebelumnya.

F. Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk

mengumpulkan, meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan data

sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Analisis deskriptif

pada penelitian ini menyediakan tentang identitas responden.

2. Analisis inferensial

Analisis inferensial merupakan analisis data dengan menggunakan

alat statistic dan dilakukan untuk menguji hipotesis. Adapun pada

penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh tiga variabel yaitu

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah (X1) dan Pemanfaatan Teknologi

Informasi (X2) terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) dengan

persamaan sebagai berikut:
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= + 1 1 + 2 2 +
Y = Nilai Informasi Laporan Keuangan

α = Konstan

b1b2 = Koefisien Regresi

X1 = Pengawasan Keuangan Daerah

X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

E = Error

G. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menjawab apa yang menjadi rumusan

masalah pada penelitian. Pada penelitian ini tepatnya pada analisis inferensial

digunakan analisis regresi linear berganda yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam

pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai R

Square (R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas

pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi

terhadap nilai informasi laporan keuangan. Nilai R2 mempunyai

interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar

(mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hamper semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.
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Sedangkan jika R2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan

menggunakan uji F. Uji F digunakan untuk membuktikan apakah

variabel – variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:89) yakni pengawasan

keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai

informasi laporan keuangan. Kriteria pengujian untuk F adalah:

a) Jika f hitung < table, maka Ho diterima dan Ha ditolak, hal ini

berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara pengawasan keuangan

daerah dan pemanfaatan tekonologi informasi terhadap nilai

informasi laporan keuangan.

b) Jika f hitung > f table, maka Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini

berarti bahwa terdapat pengaruh antara penagwasan keuangan

daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai

informasi laporan keuangan.

c) Pengujian Hipotesis

H0 : bi = 0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif

antaar pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi

informasi secara bersama – sama terhadap nilai informasi laporan

keuangan.
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Ha : bi ≠ 0 : Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara

pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi

secara bersama – sama terhadap nilai informasi laporan keuangan.

3. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini di uji menggunakan uji uji

t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen

secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali

2013:88). Kriteria pengujian untuk uji t adalah:

a) Jika t hitung < t table, maka H0 diterima dan Ha ditolak hal ini

berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara pengawasan

keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi

terhadap nilai informasi laporan keuangan.

b) Jika t hitung > t table, maka H0 ditolak dan Ha diterima hal ini

berarti bahwa terdapat pengaruh antara pengawasan keuangan

daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai

informasi laporan keuangan.

c) Pengujian hipotesis:

H0 : bi = 0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif

antara pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan

teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Ha : bi ≠ 0 : terdapat pengaruh yang signifikan dan positif

antara pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan

teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Gowa

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri

atau Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang

merupakan Raja Kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata,

Parang-parang, Data, Agang Je’ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu

waktu Paccallayya bersama Raja-Raja kecil itu masygul karena tidak

mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat

memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk

memerintah Gowa.Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar

Mencari Hari Jadi Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja

Gowa maka kedudukan sembilan raja kecil itu mengalami perubahan,

kedaulatan mereka dalam daerahnya masing-masing dan berada di bawah

pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama yang

bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa.Raja kecil hanya merupakan

Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), kemudian lembaga ini

berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang Bendera).

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun

1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah

Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur.

Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem

pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah
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menjadi sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang

Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat

Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar.Pada tanggal 17

Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah

Tingkat II. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1

tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia

tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat

II.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-Undang Darurat

No. 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang

berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya

dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24

tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai

Kepala Daerah yang memimpin 12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik

yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja pemerintahan yang disebut

koordinator masing-masing Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik

Mangasa, Tombolo, Pattallassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo.

Koordinatornya berkedudukan di Sungguminasa, Koordinator Gowa

Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota dan Tombolopao.

Koordinatonya berkedudukan di Malino, Koordinator Gowa Selatan,

meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo. Koordinatornya

berkedudukan di Limbung, Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik

Malakaji, koordinatornya berkedudukan di Malakaji.

Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di

seluruh Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik
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menjadi Kecamatan. untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang

terdiri dari 12 Distrik diubah menjadi 8 Kecamatan masing-masing :

a. Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo.

b. Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang.

c. Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung.

d. Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung.

e. Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo

f. Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao

g. Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji.

h. Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan

Borisallo.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang

perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi,

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua)

Kecamatan yang ada di wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan

sebagian Kecamatan Tamalate dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga

(seluruhnya 10 Desa) kepada Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang.

Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, mengakibatkan makna

samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, terutama yang berkaitan

dengan aspek kelautan pada daerah Barombong dan sekitarnya. Hal ini

mengingat, Gowa justru pernah menjadi sebuah Kerajaan Maritim yang

pernah jaya di Indoneia Bagian Timur, bahkan sampai ke Asia

Tenggara.Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun
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1971, maka praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

mengalami perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan)

Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dengan 46

Desa.Sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah

Kabupaten Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan

yang didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

dengan membentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu

dan Kecamatan Parangloe. Guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan

dan pembangunan masyarakat Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi

Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah Kecamatan Bungaya hasil pemekaran

Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1984, Kecamatan

Bungaya di defenitifkan sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa

menjadi 9 (sembilan).Selanjutnya pada tahun 2006, jumlah kecamatan di

Kabupaten Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di

beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun

2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan.

Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai

dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi,

wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan

yang cukup pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung

dengan Kota Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan

Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan

permukiman selain Kota Makassar. Kondisi ini secara gradual menjadikan
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daerah Kabupaten Gowa yang dulunya sebagai daerah agraris sentra

pengembangan pertanian dan tanaman pangan yang sangat potensial, juga

menjadi sentra pelayanan jasa dan perekonomian.

a. Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Gowa

1) Visi

Terwujudnya Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup

Masyarakat.

2) Misi

a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia

dengan moral dan ahlak yang tinggi serta keterampilan yang

tinggi.

b) Meningkatkan interkoineksitas wilayah dan keterkaitan

ekonomi.

c) Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat.

d) Meningkatakan penerapan hukum dan penerapan prinsip tata

pemerintah yang baik.

e) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu

pada kelestarian lingkungan.

B. Visi dan Misi BPKD Kabupaten Gowa

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gowa berdasarkan

keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5 tahun yang akan datang Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan visi

yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen bersama dengan melibatkan
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seluruh stakeholders dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Gowa. Adapun visi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

”Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal dan Akuntabel

guna mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Misi Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Gowa, Dalam rangka

mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan

proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras dengan visi yang telah

dirumuskan bersama, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Gowa merumuskan dan menetapkan misi untuk periode tahun 2017

sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas layanan kesekertariatan ;

2. Mewujudkanpengelolaan keuanganyang transparan,

akuntabel,efektif dan efisien;

3. Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan Barang Milik

daerah.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan atau staff yang ada

pada bagian keuangan atau akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Gowa. Jumlah responden yaitu sebanyak 45 responden dan hanya

30 yang kembali. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai

berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

dapat dilihat pada table 5.1 berikut ini:

Table 5.1

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%)
Laki -laki 19 37%
Wanita 11 63%
jumlah 30 100%

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2017
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Gambar 5.1

Berdasarkan gambar 5.1, dari 30 jumlah responden 19 orang atau 37%

berjenis kelamin laki – laki dan 11 orang atau 63% berjenis kelamin

perempuan. Angka tersebut menunjuk bahwa mayoritas responden berjenis

kelamin laki – laki.

2. Profil Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan

dapat dilihat pada table 5.2 berikut:

63%

37%

Diagram Jenis Kelamin

Laki -laki

Wanita
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Table 5.2

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Jumlah Responden Persentase (%)
SMA 4 13%

Diploma (D3) 1 3%
S1 19 64%
S2 6 20%

Jumlah 30 100%
Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2017

Gambar 5.2

Berdasarkan gambar 5.2, dari 30 jumlah responden 4 orang atau 13%

berpendidikan SMA, 1 orang atau 3% berpendidikan D3, 19 orang atau 64%

berpendidikan S1 dan 6 orang atau 20% berpendidikan S2. Angka tersebut

menunjukan bahwa mayoritas responded berpendidikan S1.

13% 3%

64%

20%

Diagram Pendidikan

SMA

Diploma (D3)

S1

S2
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3. Profil Responden berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat

dilihat pada table 5.3 berikut ini:

Table 5.3

Profil Berdasarkan Responden Berdasarkan Usia

Usia Jumlah Responden Persentase (%)
20 - 30 Tahun 1 3%
31 - 40 Tahun 6 20%
41 - 50 Tahun 18 60%

> 50 Tahun 5 17%
Jumlah 30 100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2017

Gambar 5.3

3%

20%

60%

17%

Diagram Usia

20 - 30 Tahun

31 - 40 Tahun

41 - 50 Tahun

> 50 Tahun
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Berdasarkan gambar 5.3, dari 30 jumlah responden 1 orang atau 3%

berusia 20 – 30 tahun, 6 orang atau 20% berusia 31 – 40 tahun, 18 orang atau

60% berusia 41 – 50 tahum, dan 5 orang atau 17% berusia >50 tahun.

4. Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama

bekerja dapat dilihat dari table 5.4 berikut ini:

Table 5.4

Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja
Jumlah

Responden Persentase (%)
1 - 5 Tahun 1 3%

6 - 10 Tahun 3 10%
> 10 Tahun 26 87%

Jumlah 30 100%
Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2017

Gambar 5.4

3%

10%

87%

Diagram Lama Bekerja

1 - 5 Tahun

6 - 10 Tahun

> 10 Tahun
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Berdasarkan gambar 5.4, dari 30 jumlah responden sebanyak 1 orang

atau 3% sudah bekerja selama 1 – 5 Tahun, 3 orang atau 10% sudah bekerja

selama 6 – 10 tahun, dan sebanyak 26 orang atau 87% sudah bekerja >10

tahun.

B. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif data digunakan untuk memberikan

gambaran mengenai penyebaran data variabel – variabel penelitian yaitu

Pengawasan Keuangan Daerah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

dan Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) telah dilakukan dengan baik. Lihat

pada table 5.5

Table 5.5
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Range
Minim

um
Maxim

um Mean

Std.
Deviatio

n
Statisti

c Statistic
Statisti

c
Statisti

c Statistic
Std.
Error Statistic

pengaruh
pengawasan
keuangan daerah

30 7.00 28.00 35.00 31.2000 .53261 2.91725

pemanfaatan
teknologi
informasi

30 7.00 28.00 35.00 30.3000 .56761 3.10894
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nilai informasi
laporan
keuangan

30 9.00 36.00 45.00 39.2333 .79174 4.33656

Valid N (listwise) 30

Sumber: output SPSS for windows diolah 2017

Berdasarkan table 5.5 diatas, bahwa nilai rata – rata (mean) variabel

Pengawasan Keuangan Daerah (X1) 31,2000 lebih besar dari standar deviasi

2,91725. Ini menunjukkan bahwa penyebaran data instrumen variabel

Pengawasan Keuangan Daerah (X1) baik. Begitupun dengan nilai rata – rata

(mean) variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) 30,3000 lebih besar

dari standar deviasin 3,10894 yang berarti data yang disebar baik. Dan juga

nilai rata – rata mean variabel nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) 39,2333

lebih besar kecil dari 4,33656. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

penyebaran data pada Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi dikatakan baik karena rata – rata dari setiap instrumen

lebih besar dari standar deviasinya kecuali pada instrumen Nilai informasi

Laporan keuangan standar deviasinya lebih besar dari nilai rata –rata.

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan pada hasil tujuan penelitian yang telah dilakukan maka

yang pertama akan di analisis ada tidaknya pengaruh secara signifikan baik

secara menyeluruh atau serentak selain itu dilanjutkan lagi dengan analisis
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untuk mengetahui variabel mana dari 2 variabel bebas yang dominan

mempengaruhi variabel terikat.

1. Uji Validitas

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan

suatualat ukur (dalam hal ini kuisioner) melakukan fungsi ukurnya.

Pengujian validitasmenggunakan rumus tehnik korelasi product moment

person. Kemudianpengujian keberartian koefisien menggunakan uji t pada

taraf derajat kepercayaan95% sehingga jika r hitung > rtabel berarti

pernyataan dalam kuesioner tersebut adalahvalid. Secara statistik, angka

korelasi yang diperoleh harus dibandingkan denganangka kritik tabel atau

rtabel nilai rtabel pada N=30 dengan signifikasi 5% adalah0,306.

Tabel 5.6

Uji validilitas pengawasan keuangan daerah (X1)

Pernyataan Koofisien korelasi Nilaibatas

korelasi

keterangan

X.1.1 0,939 0,306 Valid

X 1.2 0,984 0,306 Valid

X.1.3 0,867 0,306 Valid

X.1.4 0,939 0,306 Valid

X.1.5 0,984 0,306 Valid

X.1.6 0,937 0,306 Valid
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X.1.7 0,939 0,306 Valid

Sumber: output SPSS for windows diolah 2017

Berdasarkan tabel 5.6 diatas bahwa X1.1 sampai X1.7 mempunyai r

hitung diatas 0.306 sehingga dapat di simpulkan merupakan instrumen

yang valid untuk mengukur variable Pengawasan Keuangan Daerah.

Tabel 5.7

Uji Validilitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Pernyataan Koofisien korelasi Nilai batas

korelasi

keterangan

X.2.1 0,970 0,306 Valid

X 2.2 0,973 0,306 Valid

X.2.3 0,970 0,306 Valid

X.2.4 0,973 0,306 Valid

X.2.5 0,973 0,306 Valid

X.2.6 0,786 0,306 Valid

X.2.7 0,767 0,306 Valid

Sumber: output SPSS for windows diolah 2017

Berdasarkan tabel 5.7 diatas bahwa X2.1sampai X2.7 mempunyai r

hitung diatas 0.306 sehingga dapat disimpulkan merupakan instrumen

yang valid untuk mengukur variable Pemanfaatan Teknologi Informasi.
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Tabel 5.8

Uji validilitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Pernyataan Koofisien korelasi Nilai batas

korelasi

keterangan

Y1 0,959 0,306 Valid

Y2 0,836 0,306 Valid

Y3 0,995 0,306 Valid

Y4 0,995 0,306 Valid

Y5 0,995 0,306 Valid

Y6 0,995 0,306 Valid

Y7 0,995 0,306 Valid

Y8 0,995 0,306 Valid

Y9 0,995 0,306 Valid

Sumber: output SPSS for windows diolah 2017

Berdasarkan tabel 5.8 diatas bahwa Y.1sampai Y.9 mempunyai r

hitung diatas 0.306 sehingga dapat di simpulkan merupakan instrumen

yang valid untuk mengukur variable Informasi Laporan Keuangan.

2. Uji Realibilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator atau

kuesioner yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variable.

Realiabel suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat dari nilai
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Cronbach’s Alpha, yaitu apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari

(>) 0,60 maka indikator atau kuesioner adalah reliabel, sedangkan apabila

nilai Cronbach’s Alpha lebih kecil (<) 0,60 maka indikator atau kuesioner

tidak reliabel.

Hasil dari pengujian reliabel data variable independen dan dependen

dalam penelitian ini yakni Pengawasan Keungan Daerah, Pemanfatan

Teknologi Informasi dan Informasi Laporan Keuangan dapat dilihat dalam

tabel 5.9:

Tabel 5.9

Uji Reliabilitas

Variable Koofesien
reabilitas

Nilai batas
alpha

Keterangan

Pengawasan
keuangan daerah

(X1)
0,966 0,60 Reliabel

Pemanfatan
teknologi dan

informasi
(X2)

0,952
0,60 Reliabel

Nilai informasi
laporan keuangan

(Y)
0.,986 0,60 Reliabel

Sumber: output SPSS for windows diolah 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa angka-angka

dari nilai alpha cronbach’s pada variable Pengawasan Keuangan Daerah,

Pemanfatan Teknologi Informasi dan Nilai Informasi Laporan Keuangan

dalam penelitian ini, semuanya menunjukkan besaran diatas 0,60. Hal ini
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berarti bahwa seluruh pernyataan untuk variable Pengawasan Keuangan

Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Nilai Informasi Laporan

Keuangan adalah reliabel dan dapat disimpulkan bahwa instrumen

pernyataan kuesioner menunjukkan keandalan dalam mengukur variable-

variabel dalam model penelitian.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh

variabel yaitu Pengawasan Keuangan Daerah (X1) dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi (X2) Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan

(Y). Lihat pada table 5.10

Table 5.10

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardi
zed

Coefficien
ts

T Sig.B Std. Error Beta

1(Constant) -4.391 1.280 -3.430 .002

Pengawasan Keuangan Daerah .545 .174 .366 3.129 .004

Pemanfaatan Teknologi
Informasi .879 .163 .630 5.379 .000

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Laporan Keuangan

Sumber: output SPSS 20.0 for windows diolah 2017
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Berdasarkan table 5.10 diatas hasil yang telah diperoleh dari koefisisen

regresi diatas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

Y = -4.391 + 0,545 X1 + 0,879 X2

Model ini menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran pada

variabel Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi

Informasi bertanda Positif. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya

hubungan yang positif antara variabel Pengawasan Keuangan Daerah dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Laporan

Keuangan. Sehingga semakin meningkat pengawasan keuangan daerah

dalam melakukan pengwasan atas informasi laporan keuangan akan

meningkatkan nilai informasi laporan keuangan dan begitupun dengan

semakin meningkat pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan

informasi laporan keuangan maka akan meningkatkan nilai informasi

laporan keuangan.

Dapat dijelaskan variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X1)

memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,545 berarti bahwa apabila

pengawasan keuangan daerah naik sebesar 1%, maka nilai informasi

laporan keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 54,5% pada saat

variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan), variabel Pemanfatan
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Teknologi Informasi memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,879

berarti apabila pemanfaatan teknologi informasi meningkat 1%, maka nilai

informasi laporan keuangan meningkat sebesar 87,9% pada saat variabel

bebas lainnya tidak berubah (konstan), kemudian jika tidak terjadi

pengawasn keuangan daerah dalam memberikan informasi laporan

keuangan, tidak terjadi pemanfaatan teknologi maka nilai informasi

laporan keuangan sebesar -4.391%.

D. Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian ini memperlihatkan pembuktian diterima atau

ditolaknya hipotesis pada penelitian berdasarkan kriteria pengujian hipotesis.

1. Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dapat menjelaskan variabel dependen. Dalalm

pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai R

Square (R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas pengawasan

keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhdap nilai

informasi laporan keuangan. Lihat pada table 5.11
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Table 5.11

Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1 .990a .981 .980 .619
a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber :output SPSS for windows diolah 2017

Berdasarkan table 5.9 diatas diketahui nilai R Square sebesar 0,981, R

Square (R2) ini dapat dikatakan bahwa sebesar 98,1% variasi perubahan

nilai informasi laporan keuangan yang dapat dijelaskan oleh pengawasan

keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama –

sama, sedangkan variasi perubahan yang tidak dapat dijelaskan oleh fakta

– fakta lain yang tidak diamati oleh peneiti adalah sebesar 1,9% (100 –

98,1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah

dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki kontribusi yang sedang

untuk mengetahui seberapa besar perubahan nilai informasi  laporan

keuangan yang dapat dijelaskan.

2. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk melihat variabel Pengawasan Keuangan

Daerah dan Pemanfaatan Teknologi informasi memiliki kontribusi yang
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sedang untuk mengetahui seberapa besar perubahan nilai informasi

laporan keuangan.

a. Uji Simultan (uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pengawasan

keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama

– sama berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Kriteria dalam pengujian simutan (uji F) ini adalah jika F hitung > F

table maka Ha diterima dan Ho ditolak begitupun sebaliknya jika F

hitung < F table maka Ha ditolak Ho diterima. Hasil uji F lihat pada

table 5.11

Table 5.12

Uji Simultan (uji F)

ANOVAb

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 535.031 2 267.516 698.863 .000a

Residual 10.335 27 .383

Total 545.367 29
a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan
Keuangan Daerah
b. Dependent Variable: Nilai Informasi Laporan Keuangan
Sumber :output SPSS 20.0 for windows diolah 2017

Table 5.12 hasil uji statistic F diatas menunjukkan nilai F

hitung sebesar 698,863 pada tingkat signifikansi 0,000. Hasil yang
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diperoleh pada F table adalah sebesar 3,35. F table diperoleh pada

tingkat signifikansi 0,05 dengan rumus nilai N1 (k-1) dan N2 (n-k) =

(3 – 1=2) dan (30-3=27)Karena F hitung > F table (698,863 >3,35)

dan juga nilai probabilitas > tingkat signifikansi (0,05 > 0,000) maka

dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti

pada pengujian hipotesis H1 terbukti bahwa pengawasan keuangan

daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama – sama

berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi laporan

keuangan.

b. Uji Parsial (uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pengawasan

keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara individu

berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Kriteria dalam

pengujian parsial (uji t) ini adalah jika t hitung > t table maka Ha

diterima dan Ho ditolak begitupun sebaliknya jika t hitung < t table

maka Ha ditolak dan Ho diteria. Hasil uji parsial (uji t). lihat pada

table 5.13
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Tabel 5.13
Uji persial ( t )

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) -4.391 1.280 -3.430 .002
X1 .545 .174 .366 3.129 .004
X2 .879 .163 .630 5.379 .000

a. Dependent Variable: Y
Sumber :output SPSS for windows diolah 2017

Pengujian hipotesis variabel pengawasan keuangan daerah

terhadap informasi laporan keuangan dengan tingkat keyakinan 95%

dengan rumus Df = n – k = 30 – 3 = 27 total signifikan 0,50 = 2,05

diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,129>2.05) yang

berarti Ho ditolak  dan Ha diterima, dengan demikian bisa dikatakan

variabel pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara

statistik terhadap nilai informasi laporan keunagan.

Pengujian hipotesis variable pemanfaatan teknologi informasi

terhadapnilai informasi laporan keunagan  dengan tingkat keyakinan

95% diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel (5,379>2.05) yang

berarti Ho ditolak  dan Ha diterima, dengan demikian bisa dikatakan

variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan

secara statistik terhadap nilai informasi laporan keuangan.
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E. Interpretasi Hasil Penelitian

Intrepretasi hasil ini akan menfsirkan hasil analisis data dan hasil

pengujian hipotesis, apakah sesuai dengan teori dan penelitian yang ada atau

sebaliknya.

1. Pengaruh pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi

informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Hasil ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan

positif antara pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan secara

bersama-sama terhadap nilai laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari

perbandigan nilai f  hitung dan f tabel dimana f hitung sebesar 698.863

lebih besar dari f tabel 3,35 dan dari nilai signifikasi lebih kecil dari nilai

probabilitas (0,000<0,05). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Gerry Armando (2013) dan penelitian Zuliarti (2012).

Hal ini menenjukkan bahwa semakin baik pengawasan keuangan

daerah dalam hal mengawasi informasi laporan keuangan maka akan

memberikan nilai yang baik untuk informasi laporan keuangan. Begitupun

dengan pemanfaatan teknologi informasi semakin baik pemerintah

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi guna memberikan
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dengan cepat seua informasi mengenai keuangan daerah kepada pengguna

maka akan memberiakan nilai yang baik atas informasi yang diberikan.

2. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan

keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan

positif pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan

keuangan. Hal ini dappat dilihat dari hasil perbandingan nilai t hitng

dimana nilai t hitung sebesar 3,129 lebih besar dari dari nilai t tabel 2,05

dengan taraf signifikasinya 0,004 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,050.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Gerry Armando (2013).

Hal ini menunjukkan dikatakan bernilainya suatu informasi laporan

keuangan jika pengawasan yang dilakukan sudah baik dan benar.

Pengawasan ini dapat di ukur dengan tercapai system pengawasan yang

baik serta evaluasi setiap kegiatan.

3. Pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap nilai informasi laporan

keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan

dan positiif pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi

laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai t hitung

dan t tabel dan nilai signifikasi dan nilai probabilitas dimana nilai t hitung
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sebesar 5,379 lebih besar dari 2,05dan nilai signifikasi 0,000lebih kecil

dari 0,05 nilai probabilitas. Maka hasil tersebut sesuai dengan penelitian

oleh Zuliatri (2012).

Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa apabila teknologi informasi

dimanfaatkan dengan baik dan benar guna untuk keperluan

menginformasikan laporan keuangan dengan cepat dan dapat membantu

kepada seluruh pengguna untuk mengambil suatu keputusan yang baik

maka informasi laporan keuangan tersebut dapat dikatakan bernilai.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruhpengawasankeuangandaerah

danpemanfaatanteknologiinformasiterhadapnilaiinformasilaporankeuangan.

Berdasarkanpadababsebelumnyamakadapatditarikkesimpulansebagaiberikut:

1. Pengawasankeuangandaerahdanpemanfaatanteknologiinformasisecarabersam

a –

samaberpengaruhsignifikandanposistifterhadapnilaiinformasilaporankeuanga

npadasatuankerjaperangkatdaerah (SKPD) kabupatengowadimanahipotesis

yang diajukanterbukti. Jadi,

bernilainyasuatuinfornasilaporankeuanganapabilainformasitersebutmendapat

kanpengawasankeuangan yang baikdan di

dukungdenganmanfaatteknologiinformasi yang diberikan.

2. Pengawasankeuangandaerahberpengaruhsignifikandanpositifterhadapnilaiinf

ormasilaporankeuanganpadasatuanBadanPengelolaanKeuangankabupatengo

wadimanahipotesis yang diajukanterbukti. Jadi,

nilaiinformasilaporankeuanganakandicapaiketikapengawasan yang di

lakukansudahbaikdanbenarsehinggaakanmengurangiterjadinyapraktek KKN

dalamsuatulingkuporganisasipemerintah.
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3. Pemanfaatanteknologiinformasiberpengaruhsignifikandanpositifterhadapnilai

informasilaporankeuanganpadaBadanPengelolaanKeuangankabupatengowad

imanahipotesis yang diajukanterbukti. Jadi, apabilamanfaat yang

diberikandariteknologiinformasi di

gunakandandimanfaatkandenganbaikmakainformasilaporankeuanganpemerin

tahdapatdengancepat di berikankepada para

penggunadanpemangkukepentinganuntukhalpengambilkeputusansehinggainf

ormasitersebutdapatdikatakanbernilai.

B. Saran

adapun saran yang

dapatpenulisberikansehubungandenganpenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1. Agar tetapmempertahankanpengawasandanpemanfaatanteknoogi yang

telahdilaksanakandenganbaiksehinggainformasilaporankeuanganterusmenda

patkannilai yang baik.

2. Agar tetapmempertahankanpengawasan yang

telahdilaksanakandenganbaiksehinggafungsidanpengawasanakanterciptadanj

auhdariunsur KKN.

3. Agar

tetapmempertahankanmanfaatdanfungsidariteknologiinformasisehinggadapat

memberikaninformasilaporankeuangandengancepatdandipercaya.
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